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PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk menyelaraskan dan mewujudkan 

standardisasi dan informasi penyelenggaraan 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal 

berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 58, Pasal 

60 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu diatur 

kembali pengaturan mengenai pedoman dan tata cara 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 

  b. bahwa Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sudah 

tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelayanan 

perizinan berusaha yang dilakukan terintegrasi secara 

elektronik sehingga perlu diganti; 
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 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman 

Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 

tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35); 

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 



2020, No.1330 
-3- 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

308);  

7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri 

maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha 

di wilayah negara Republik Indonesia. 

2. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha 

yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa 

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing 

yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha. 

3. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya 

disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 

yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan 

modal dalam negeri. 

4. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA 

adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 
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usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang 

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 

5. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

pada bidang tertentu.  

6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk 

melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan 

pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau administrator kawasan ekonomi 

khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk 

persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau 

komitmen. 

8. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga 

pengelola dan penyelenggara online single submission 

untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha 

melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

9. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 

secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE 

adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan 

nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi 

Penanaman Modal dengan Kementerian/Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan 

Perizinan dan nonperizinan, badan pengusahaan 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, 

administrator kawasan ekonomi khusus, dinas 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 
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provinsi, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu kabupaten/kota, dan instansi penyelenggara 

pelayanan terpadu satu pintu di bidang Penanaman 

Modal. 

10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 

lembaga pengelola dan penyelenggara online single 

submission setelah Pelaku Usaha melakukan 

pendaftaran. 

11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga 

pengelola dan penyelenggara online single submission 

untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha 

melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha yang 

berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha 

dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-

undang. 

12. Dokumen Prasarana adalah dokumen penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek, dan sebagainya) yang meliputi izin lokasi, izin 

lokasi perairan, izin lokasi di laut, izin lingkungan, izin 

mendirikan bangunan, dan sertifikat laik fungsi. 

13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 

memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau izin 

komersial atau operasional. 

14. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat. 

15. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif 

fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan 

Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

16. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya 

disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus 

penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau 

pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran 

perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau 

penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah 


